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ABSTRAK   

  

Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empirik dari variabel-variabel yang 

mempengaruhi Pengelolaan Zakat Maal (PZM) secara produktf yang berbasis kepada 

pemberdayaan mustahiq di Provinsi Riau. Dengan mengunakan analisis struktur equation model 

terbuktibahwa membuktikan bahwa keseluruhan variabel memiliki pengaruh terhadap 

Pengelolaan Zakat Maal secara produktif berbasis pemberdayaan mustahiq di Provinsi Riau.  

  

Kata kunci: Pengelolaan Zakat Maal, Pemberdayaan Mustahiq   

  

ABSTRACT  

  

This paper aims to obtain empirical evidence of the variables that affect the productive 

management of Zakat Maal (PZM) based on mustahiq empowerment in Riau Province. Using 

the equation model analysis the proven model proves that all variables have an influence on the 

productive management of the Ma'al Zakat based on mustahiq empowerment in Riau Province.  

  

Keywords: Management of Zakat Maal, Empowerment of Mustahiq. 

 

PENDAHULUAN  

Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan negara 

dan pemerintahannya selalu didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan. Negara 

Indonesia tidak menganut paham teokrasi yang mendasarkan pada ideologi agama tertentu dan 

tidak juga beraliran negara sekuler yang tidak mempedulikan agama. Relasi agama dan negara 

di Indonesia amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya.  

Legitimasi keberadaan agama di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
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begitu nyata dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya 

masingmasing yang dilindungi secara konstitusional.  

Dalam perjalanan hidup sebuah negara, tentunya tak pernah lepas dari berbagai persoalan, 

salah satunya adalah persoalan kemiskinan yang menjerat rakyatnya. Menurunnya tingkat 

kemiskinan disuatu negara atau wilayah merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah 

di negara atau wilayah tersebut. Negara Indonesia berasaskan Pancasila, dimana Sila ke 5 (lima) 

berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Berdasarkan sila tersebut maka salah 

satu tugas pemerintah adalah mengentaskan kemiskinan agar terciptanya keadilan sosial.  

Banyak orang berharap bahwa reformasi akan memberikan arah baru bagi kehidupan 

masyarakat khususnya di bidang hukum. Seiring berjalannya roda reformasi, berdampak pula 

pada perubahan tata kelola pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dan telah diubah beberapa kali (terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dimana berlakunya Undang-Undang 

tentang Pemerintahan Daerah tersebut berimplikasi pada penerapan asas desentralisasi, yang 

antara lain mengatur tentang pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di daerah-daerah baik 

provinsi, dan kabupaten/kota.  

Pengelolaan zakat di Indonesia oleh negara telah ditunjukkan dengan adanya peraturan 

perundang-undangan yang di mulai pada era pemerintahan Presiden BJ. Habibie dengan adanya 

UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan dilanjutkan dengan Keputusan Mentri 

Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU tersebut. Berikutnya pada era 

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahir pula UU No. 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan zakat yang diiringi dengan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 

Tahun 2011 tersebut.   

Di tingkat daerah, khususnya Provinsi Riau sebelumnya juga telah mengeluarkan Perda 

No. 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat sebagai respon terhadap UU No. 38 Tahun 1999 

dan UU No. 23 Tahun 2011. Kerangka berpikir dari Perda No. 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan 

zakat ini adalah bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang 

mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan 

menghilangkan kesenjangan sosial. Gerakan masal perlu dimulai dari Pemerintah Provinsi Riau 

dan pengusaha muslim sebagai stakeholder yang memiliki kekuatan politik dan kekuatan 

ekonomi.  

Besarnya potensi dana zakat yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya baik ditingkat 

nasional maupun daerah belum terasa optimal bila melihat potret kemiskinan yang terjadi di Riau 

yang masih tinggi. Banyak kendala dan hambatan yang harus diretas sehingga mesti ada 

ketersambungan antara potensi zakat yang besar dengan tersalurnya semua dana-dana zakat 

tersebut dalam upaya pengentasan kemiskinan di Riau.   

Pada praktek tradisional distribusi zakat dalam bentuk atau model pembayaran tunai 

langsung ke penerima pada dasarnya tidak akan membantu penerima secara signifikan, terutama 
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dalam jangka panjang untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya, malah akan membuat 

kemiskinan akan bertahan terus bahkan dapat meningkat. Oleh karena itu, sejumlah ekonom 

Muslim dan ahli hukum Islam (meskipun terjadi perdebatan) ada yang mengusulkan bahwa zakat 

utamanya zakat mal/harta harus disalurkan sedemikian rupa dengan memberdayakan 

penerimanya (mustahiq) dan membangun kemampuan mereka untuk menghasilkan pendapatan 

yang berkesinambungan. Dengan demikian diperlukan lembaga atau organisasi yang mengatur 

dan mengelola distribusi serta membuat program-program efektik yang dapat mengurangi 

tingkat kemiskinan.  

Namun permasalahan yang juga muncul kemudian adalah bagaimana mengukur efektivitas 

organisasi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tersebut melalui program-program 

khusus yang dirancang untuk memberikan dukungan bagi pengembangan keterampilan, 

penyediaan modal fisik seperti gerobak jualan dan mesin jahit, mesin-mesin produksi sederhana, 

dan modal finansial untuk memulai usaha sehingga si miskin dapat sepenuhnya bekerja dan 

mencari nafkah. Untuk itu diperlukan suatu penelitian yang diharapkan dapat memberikan 

gambaran dan jawaban mengenai zakat mal/ harta sebagai alternatif solusi dari pemasalahan 

kemiskinan yang terjadi di Riau.  

Berdasarkan gambaran dan sajian data kesenjangan di atas, cukuplah menjadi alasan agar 

upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat di Provinsi Riau harus ditingkatkan agar 

pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan pertimbangan itulah, maka perlu penelitian yang mendalam untuk memperoleh 

informasi yang akurat tentang kenyataan empiris agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat 

membuat rancang bangun atau model pengelolaan zakat yang berdaya guna dimasa yang akan 

datang sebagai bentuk perhatian bagi mereka yang berhak menerimanya.  

  

SASARAN PENYALURAN ZAKAT    

Dalam al Qur’an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan 

golongan orang, seperti firman Allah yang berbunyi: ”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah 

untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah 

dan orang-orang yang sedang dalamperjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan  

Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. at Taubah: 60)   

Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut adalah mereka yang secara ekonomi 

kekurangan. Kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam 

keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya 

merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode 

tertentu berubah menjadi pembayar zakat.   

Umar bin Khattab berpendapat, bisa saja zakat dibagikan kepada salah seorang mustahik 

saja, ataupun dibagi secara rata. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa tujuan zakat 

adalah menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi berubah menjadi muzakki. 
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Dengan demikian, distribusi zakat dapat didasarkan kepada skala prioritas dan kebutuhan sesuai 

dengan kondisi masyarakat sekitar.   

Distribusi zakat, menurut mazhab Syafi’i tidak membolehkan pembayaran zakat hanya 

dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayat al Qur’an surat at Taubah ayat 60. 

Sedangkan menurut Hanafi, Maliki, dan Hanbali seperti halnya Umar bin Khattab, membolehkan 

pembagian zakat hanya kepada satu kelompok saja, bahkan mazhab Maliki menyatakan bahwa 

memberikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan dibandingkan kelompok yang 

lainnya adalah sunat (az-Zuhayli, 1995).   

Berikut akan sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan kelompok yang dimaksud 

mendapatkan zakat:   

1. Orang fakir (fuqara’). Pengertian orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda 

dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin saja apa yang 

dihasilkan darinya untuk makan saja kurang. Secara sederhana di Indonesia khususnya Jawa 

tengah, yang termasuk orang-orang fakir menurut penulis adalah orang-orang yang 

berpenghasilan kurang dari Rp. 10.000,-.  

2. Orang miskin (masakin). Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang 

yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya 

sendiri dan orang yang ditanggungnya (Mahfud, : 2003,145). Menurut penulis orang miskin 

saat ini adalah orang-orang yang berpenghasilan di atas Rp. 10.000,- dan dibawah Rp.  

20.000,-.  

3. Panitia zakat (amil). Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat 

dan membagikannya kepada mustahik zakat.  

4. Mu’allaf yang perlu ditundukkan hatinya. Yang dapat dikatakan kelompok ini adalah 

orangorang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat 

dengan maksud keyakinan untuk memeluk Islam dapat menjadi lebih kuat.  

5. Para budak. Budak yang dimaksud para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat 

perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar 

tebusan atas mereka. Tetapi di zaman sekarang para budak sudah tidak ada.  

6. Orang yang memiliki hutang. Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki 

hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan 

orang banyak.  

7. Sabilillah. Jumhur ulama’ berpendapat, maksud sabilillah adalah orang-orang yang berangkat 

perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. 

Makna sabilillah mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada sosio 

kondisi dan kebutuhan waktu. Dapat dimasukkan ke dalam golongan ini seperti orang sholeh, 

pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lain-lain.  

8. Ibnu sabil. Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan 

sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak 

dibantu. Dalam konteks sekarang makna ibnu sabil bisa sangat artinya, termasuk di dalamnya 
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adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk 

mengenyam pendidikan yang layak.  

  

Di samping penjelasan delapan asnaf tersebut di atas, ada beberapa ketentuan khusus 

sebagai berikut:  

1. Pengaturan bagi fakir miskin. Bila hasil pengumpulan zakat cukup banyak, seharusnya 

pembagian untuk para fakir miskin (yang biasa berdagang) diberi modal berdagang yang 

besarnya diperkirakan keuntungannya cukup guna biaya hidup, agar sekali diberi untuk 

selamanya.  

2. Zakat kepada sanak kerabat. Memberikan zakat kepada sanak kerabat demikian baiknya, 

karena selain memberi, akan berarti juga merapatkan persaudaraan (silaturahim). Adapun 

yang dimaksud sanak kerabat itu misalnya saudara laki-laki atau perempuan, paman, bibi, dan 

lain-lain, asal mereka termasuk mustahiq.  

3. Zakat kepada pencari ilmu. Pemberian zakat kepada para pelajar dan mahasiswa itu boleh, 

terutama jika yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh agama, dan mereka karena 

belajar itu tidak berkesempatan mencari nafkah.  

4. Zakat kepada suami yang fakir. Seorang istri yang memiliki kekayaan berupa barang yang 

wajib dizakati dan barang itu telah cukub senisab, maka ia boleh memberikan zakatnya 

kepada suaminya asal suami itu termasuk golongan mustahiq dan zakat yang diterimanya 

tidak akan dijadikan nafkah kepada isterinya.  

5. Zakat kepada orang soleh. Diutamakan zakat diberikan kepada ahli ilmu dan orang yang baik 

adab kesopanannya. Orang yang bila diberi zakat akan dipergunakan untuk maksiat, maka 

orang semacam itu jangan diberi zakat (Depag RI, 1996).  

  

Selain orang-orang yang berhak menerima zakat, ada pula beberapa orang atau kelompok 

yang tidak boleh mendapat pembagian zakat, yaitu :  

1. Keturunan Nabi  

2. Keluarga muzakki yang meliputi anak dan istri  

3. Orang Kafir (Depag RI, 1996).  

  

Dalam pendistribusian dana hasil zakat untuk usaha ada dua pendapat ulama, kedua 

pendapat tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Zakat atau sebagian zakat tidak boleh ditasarufkan atau didistribusikan untuk kepentingan 

kemaslahatan umum lain. Namun ada pendapat yang dikutip dari tafsir al Khazin oleh Imam 

Qaffal yang menyatakan boleh.  

2. Pengelola zakat tidak diperbolehkan untuk mengelola (dijadikan modal  usaha) harta zakat 

yang telah diperoleh sehingga menyampaikan kepada fakir miskin yang berhak. Hal ini 

karena fakir miskin sebagai pihak yang cakap tidak memberikan kewenangan kepada panitia, 

sehingga mereka tidak diperbolehkan mengelola harta tanpa izin para fakir miskin tersebut 

(Lajnah Ta`lif wan Nasyr/LTN NU Jatim, 2007).   
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Dari pendapat-pendapat tersebut, zakat yang dikelola untuk modal usaha sebenarnya 

diperbolehkan dengan catatan telah terpenuhinya kebutuhan pokok dan diizinkan oleh para 

mustahiq.  

  

URGENSI PENGELOLAAN ZAKAT  

Pelaksanaan zakat baik pengumpulan maupun penditribusiannya didasarkan pada firman 

Allah SWT yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 dan surat at-Taubah ayat 103. Dalam 

surat at-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima 

zakat (mustahiq zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat ('amilina 

'alaiha). Sedangkan dalam at-Taubah : 103 dijelasakan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari 

orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada 

mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Orang yang mengambil dan menjemput tersebut 

adalah para petugas (amil). Imam al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) 

menyatakan bahwa 'amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus) oleh pemerintah/imam 

untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para 

muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.   

Karena itu, Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang 

bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali 

bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal juga pernah diutus 

Rasulullah SAW pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam 

secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.   

Demikian pula yang dilakukan oleh Khulafaur-Rasyidin sesudahnya, mereka selalu 

mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun 

pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari para muzakki melalui amil zakat untuk kemudian 

disalurkan kepada mustahiq, menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata 

bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi zakat juga merupakan kewajiban yang bersifat 

otoritatif (ijbari).   

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum 

formal akan memiliki beberapa keuntungan antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan 

disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila 

berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisien 

dan efektifitas, serta sasaran yang tepat  dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas 

yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat 

penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari 

muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping 

akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang 

berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan (Hafidhuddin, 2002).  
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PERDA RIAU NO. 2/2009    

Pada dasarnya pemahaman tentang pengelolaan zakat menurut Perda No. 2 Tahun 2009 

tentang pengelolaan zakat selaras dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik (KMA) Republik Indonesia Nomor 

581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan 

pendistribusian serta pendayagunaan zakat.   

Namun pada UU No. 38 Tahun 1999 tidak menjabarkan secara detail tentang konteks dan 

konten pendayagunaan zakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam Perda Zakat No. 2 Tahun 2009 

dijelaskan secara lebih gamblang apa dan bagaimanakah cara pendayagunaan zakat tersebut. 

Pendayagunaan zakat dalam Perda Zakat No. 2 Tahun 2009 dijelaskan sebagai berikut :  

1. Hasil Pengumpulan Zakat didayagunakan untuk kebutuhan konsumtif mustahiq dengan 

persyaratan-persyaratan sebagai berikut:  

a. Hasil Pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq 8 asnaf, Fakir,   Miskin, Amil, Mualaf, 

Riqab, Gharim, Sabillillah dan Ibnusabil.  

b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara 

ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.  

c. Mengutamakan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.  

2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan 

dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif berdasarkan persyaratan:  

a. Apabila pendayagunaan zakat sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah terpenuhi dan 

ternyata masih terdapat kelebihan.  

b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.  

c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.  

3. Persyaratan dan Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat seoagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BAZ yang berpedoman kepada Peraturan yang 

berlaku.  

  

Adapun prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif adalah 

sebagai berikut :  

1. Melakukan studi kelayakan   

2. Menetapkan jenis usaha produktif  

3. Melakukan penyuluhan dan bimbingan   

4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan  

5. Mengadakan evaluasi  

6. Membuat laporan (Afiyati, 2011).  

  

Hasil akhir yang tentunya tidak boleh dilupakan adalah proses evaluasi pelaksanaan 

program dan laporan transparansi kepada publik. Inilah partisipasi masyarakat dalam menilai 
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kelayakan program, profesionalisme, dan komitmen suatu lembaga dalam memperbaiki keadaan 

masyarakatnya.  

  

DISTRIBUSI KONSUMTIF   

Dalam distribusi konsumtif menurut Mufraini (2008) dapat diklarifikasi menjadi dua, 

yaitu:   

1. Tradisional, zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan 

konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir 

miskin setiap idul fitri. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi 

permasalahan umat.  

2. Kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk 

membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. 

Proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula. Misalnya diberikan dalam 

bentuk bea siswa untuk pelajar.  

Adapun pola pendistribusian dana zakat secara konsumtif diarahkan kepada :  

1. Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahiq. Sama halnya dengan pola 

distribusi konsumtif tradisional yang realisasinya tidak jauh pada pemenuhan sembako bagi 

kelompok delapan asnaf. Yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar volume 

zakat, apakah untuk kebutuhan konsumtif sepanjang tahun, atau hanya untuk memenuhi 

kebutuhan makan satu hari satu malam. Pendistribusian yang seperti ini sangat tidak mendidik 

jika diberikan sepanjang tahun dan tidak berarti apa-apa jika untuk satu hari satu malam saja.   

2. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan 

psikologis. Diarahkan kepada pendistribusian konsumtif non makanan, walaupun untuk 

keperluan konsumsi mustahiq. Misalnya untuk peningkatan kesejahteraan social yaitu 

pengupayaan renovasi tempat-tempat pemukiman. Sedangkan untuk kesejahteraan psikologis 

adalah dengan Lembaga Zakat menyalurkan dalam bentuk bantuan pembiayaan. Misal nikah 

masal, sunat masal bagi anak-anak mustahiq.  

3. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM agar dapat bersaing 

hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan 

mustahiq. Baik berupa beasiswa sekolah, pelatihan-pelatihan dan peningkatan keterampilan 

non formal. Yang dapat dimanfaatkan untuk kelanjutan menjalani kehidupan dan menggapai 

kesejahteraannya (Amiruddin, 2005).  

  

DISTRIBUSI PRODUKTIF   

Zakat produktif adalah zakat yang membuat si penerimanya dapat menghasilkan sesuatu 

secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif demikian adalah 

zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi 

digunakan untuk mengembangkan usaha yang yang mereka miliki sehingga dengan usaha 

tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Asnaini, 2008). Dalam 

arti yang demikian, harta zakat itu didayagunakan (dikelola) dan dikembangkan sedemikian rupa 
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sehingga mendatangkan manfaat yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang yang 

tidak mampu dalam jangka panjang secara bertahap, sehingga diharapkan suatu saat nanti mereka 

tidak lagi btermasuk dalam kelompok mustahiq atau penerima zakat.  

Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat statement 

syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari 

mustahiq delapan asnaf. Konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga 

pengumpul zakat, biasanya dipadukan dengan dana lain yang terkumpul, misal infaq dan 

sedekah.  

Menurut Inoed (2005) dalam Pendistribusian Zakat Produktif disini dapat diklarifikasikan 

menjadi dua bagian yaitu antara lain :  

1. Tradisional/konvensional. zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, 

dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu 

usaha. Misalnya pemberian bantuan ternak kambing, sapi.  

2. Kreatif. zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk 

permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal 

usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.  

  

Zakat secara produktif ini bukan tanpa dasar, zakat ini pernah terjadi di zaman Rasulullah  

SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah 

Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya 

untuk mengembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan penyaluran zakat yang 

bersifat produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi dalam 

bukunya yang fenomenal yaitu Fiqh Zakat, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun 

pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan 

keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka 

sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh 

Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat (Qardawi, 1997).  

Menurut K.H. Didin Hafidhuddin, bahwa BAZ ataupun LAZ jika memberikan zakat yang 

bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik 

agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan 

pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus 

memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas 

keimanan dan keIslamanannya (Hafidhuddin, 2007).  

Selain sebagai modal usaha, penyaluran zakat produktif juga dapat berupa penyediaan 

sarana kesehatan gratis dan sekolah gratis untuk anak keluarga miskin. Tetapi sekali lagi, 

pendataan keluarga miskin ini harus dilakukan dengan ketat agar zakat tidak terdistribusi kepada 

golongan yang tidak berhak.  

Pola distribusi zakat produktif yang dikembangkan pada umunya mengambil skema qardul 

hasan. Yaitu salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian 

tertentu dari pokok pinjaman. Namun bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu 
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mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengidentifikasikan bahwa si peminjam 

tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana 

tersebut adalah hak mereka.  

  

KESIMPULAN  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empirik dari variabel-variabel yang 

mempengaruhi Pengelolaan Zakat Maal (PZM) secara produktf yang berbasis kepada 

pemberdayaan mustahiq (objek penerima zakat) di Provinsi Riau. Maka berdasarkan hasil analisa 

dan pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil uji untuk mendapatkan bukti empirik bahwa variabel Motivasi Bekerja Mustahiq 

(MBM), Tingkat Kesadaran Muzakki (TKM) dan Penurunan Tingkat Kemiskinan (PTK) 

mempunyai pengaruh terhadap variabel Pengelolaan Zakat Maal (PZM).  

a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara MBM terhadap PZM. Ini menunjukkan 

MBM berinteraksi positif dan signifikan terhadap PZM. Artinya semakin tinggi motivasi 

bekerja dan berusahanya mustahiq, maka Pengelolaan Zakat Maal (PZM) akan semakin 

baik. Hal ini dikarenakan mustahiq termotivasi untuk giat bekerja dengan adanya bantuan 

berupa zakat produktif yang diberikan kepada mereka untuk modal usaha.   

b. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan Tingkat Kesadaran Muzakki (TKM) 

terhadap Pengelolaan Zakat Maal (PZM). Ini menunjukkan bahwa TKM berinteraksi 

negatif dan tidak signifikan terhadap PZM. Artinya muzzaki biasanya menyalurkan zakat 

langsung ke mustahiq di lngkungan sekitarnya, dampaknya penyaluran zakat maal ke 

Baznas menjadi berkurang. Dengan demikian semakin rendah Tingkat Kesadaran Muzakki  

(TKM) maka akan semakin berkurang kualitas  Pengelolaan Zakat Maal (PZM) di Baznas.  

c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penurunan Tingkat Kemiskinan (PTK) terhadap 

Pengelolaan Zakat Maal (PZM). Ini menunjukan bahwa penurunan tingkat kemiskinan 

berinteraksi positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat maal. Artinya mustahiq 

memiliki harapan untuk meningkatkan kesejahteraan dari hasil usahanya, jika dalam 

penyaluran zakat maal dipandang sebagai investasi jangka panjang (dunia-akhirat), serta 

berdampak pada peningkatan porsi amal dalam pengumpulan zakat maal di Baznas, 

sehingga mustahiq dapat berusaha dengan modal yang didapatkan dari bantuan dana zakat 

produktif. Dengan demikian, semakin tinggi Penurunan Tingkat Kemiskinan (PTK), 

menunjukkan semakin baik Pengelolaan Zakat Maal (PZM).    

2. Hasil uji untuk mendapatkan bukti empirik bahwa variabel Pengelolaan Zakat Maal (PZM), 

Tingkat Kesadaran Muzakki (TKM), dan Penurunan Tingkat Kemiskinan (PTK) mempunyai 

pengaruh terhadap variabel Motivasi Bekerja Mustahiq (MBM).  

a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan PZM terhadap MBM. Ini menunjukkan PZM 

berinteraksi positif dan signifikan terhadap MBM. Artinya mustahiq termotivasi untuk giat 

bekerja dengan adanya bantuan berupa zakat produktif yang diberikan kepada mereka 

untuk modal usaha.  
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b. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan TKM terhadap MBM. Ini menunjukkan 

TKM berinteraksi negatif dan tidak signifikan terhadap MBM. Artinya muzzaki biasanya 

menyalurkan zakat langsung ke mustahiq di sekitarnya, dampaknya penyaluran zakat maal 

ke Baznas berkurang. Dengan demikian semakin rendah tingkat kesadaran muzzaki maka 

akan semakin berkurang penyaluran zakat maal nya ke Baznas. Sehingga berkurangnya 

pula bantuan zakat produktif yang dibutuhkan oleh mustahiq untuk modal usahanya.  

c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan PTK terhadap MBM. Ini menunjukkan PTK 

berinteraksi positif dan signifikan terhadap MBM. Artinya mustahiq mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya dari bekerja yang diperolehnya dari modal usaha zakat produktif yang 

diterimanya sehingga mustahiq menjadi lebih mandiri dan hidup secara layak 

ditengahtengah masyarakat.  

3. Hasil uji untuk mendapatkan bukti empirik bahwa variabel Motivasi Bekerja Mustahiq 

(MBM), Pengelolaan Zakat Maal (PZM), dan Penurunan Tingkat Kemiskinan (PTK) 

mempunyai pengaruh terhadap variabel Tingkat Kesadaran Muzakki (TKM).  

a. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan MBM terhadap TKM. Ini menunjukkan 

MBM berinteraksi positif dan signifikan terhadap TKM. Artinya muzakki biasanya 

menyalurkan zakat langsung ke mustahiq di sekitarnya, dampaknya penyaluran zakat maal 

ke Baznas berkurang. Dengan demikian semakin rendah tingkat kesadaran muzzaki maka 

akan semakin berkurang penyaluran zakat maal nya ke Baznas. Sehingga berkurangnya 

bantuan zakat produktif yang diterima oleh mustahiq untuk modal usahanya.  

b. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan PZM terhadap TKM. Ini menunjukkan 

PZM berinteraksi negatif dan tidak signifikan terhadap TKM. Artinya muzzaki biasanya 

menyalurkan zakat langsung ke mustahiq di sekitarnya, dampaknya penyaluran zakat maal 

ke Baznaz berkurang.   

c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan PTK terhadap TKM. Ini menunjukkan PTK 

berinteraksi positif dan signifikan terhadap TKM. Artinya muzzaki menginvestasikan hasil 

pendapatannya berupa zakat maal ke Baznas, hal ini dikarenakan muzakki sadar bahwa 

sebagian rezeki yang mereka punya adalah bukan sepenuhnya milik mereka melainkan ada 

rezeki orang lain didalamnya.  

4. Hasil uji untuk mendapatkan bukti empirik bahwa variabel Tingkat Kesadaran Muzakki 

(TKM), Motivasi Bekerja Mustahiq (MBM), dan Pengelolaan Zakat Maal (PZM) mempunyai 

pengaruh terhadap variabel Penurunan Tingkat Kemiskinan (PTK).  

a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan TKM terhadap PTK. Ini menunjukkan TKM 

berinteraksi positif dan signifikan terhadap PTK. Artinya muzakki memandang zakat maal 

sebagai investasi jangka panjang (Dunia-Akhirat) sehingga sebagian penghasilan atau 

hartanya diinvestasikan ke Baznas dalam bentuk zakat maal produktif. Sehingga 

perekonomian mustahiq terbantu dengan adanya bantuan modal usaha. Hal ini akan 

mempersempit jurang antara orang kaya dan orang miskin.  

b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan MBM terhadap PTK. Ini menunjukkan MBM 

berinteraksi positif dan signifikan terhadap PTK. Artinya mustahiq yang tidak terlalu 
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bergantung dengan zakat yg mereka terima melainkan lebih giat dalam bekerja 

dikarenakan modal usaha yang mereka dapat.   

c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan PZM terhadap PTK. Ini menunjukkan PZM 

berinteraksi positif dan signifikan terhadap PTK. Artinya semakin banyaknya muzakki 

yang menyalurkan zakatnya melalui Baznas dengan harapan dapat disalurkan ke sektor 

produktif akan mengakibatkan peningkatan wirausaha baru. Maka mustahiq memiliki 

banyak kesempatan untuk mengembangkan usaha dari modal usaha zakat produktif yang 

mereka dapat.  
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